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MOTTO:
“Jadilah seperti seekor singa yang mengenali kemampuan dirinya, 

mengenal mangsanya dan tak menyerah sebelum mendapatkannya. ”
(Mjr FitAef)

Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang 

bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dgn 

kefasyikantidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. 
Tuhan tidak membiarkanorang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan 

orang fasik ditolakNya. Tangan yang lambat membuat miskin tetapi tangan 

orang rajin menjadikan kaya.(Amsal 10:1-4)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
> Tuhanku Yesus Kristus

> Orangtuaku tercinta D. Sitepu & H Br 

Simamora.

> Kakak dan adikku tersayang Wiwin arianta 

Sitepu, Dedi Sitepu, Santa Rehmuliana 

Sitepu.

^ Keluarga besar Sitepu & Simamora.

^ Guru-guruku & Dosen-dosenku pahlawan 

pendidikan.

> Sahabat-sahabatku.

> Almamaterku yang ku banggakan.
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KATA PENGANTAR

karenaPuji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan anugrah dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikannya skripsi berjudul 

”Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat 

Demonstrasi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Palembang)”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kerusuhan pada saat demonstrasi kerap kita temui pada dewasa ini, setiap 

pemberitaan lewat media massa mapun media elektronik tidak lain adalah 

demonstrasi, tindakan yang anarki dari para pendemo kerap juga dibalas dengan 

kekerasan oleh anggota kepolisian yang membawa kerugian bagi negara dan bagi 

dirinya sendiri, seperti di kota palembang misalnya telah terjadi sebanyak 144 kali 

demonstrasi selama tahun 2012 dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh 

massa pendemonstrasi.

Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengangkat tiga pokok permasalahan 

utama yaitu: bagaimana legitimasi tindakan kekerasan polri dalam menanggulangi 

demonstrasi yang mengarah kepada kerusuhan, bagaimana bentuk upaya polri dalam 

menanggulangi kerusuhan yang mengarah kepada kekerasan pada saat demonstrasi 

di wilayah hukum kepolisian resor kota palembang dan faktor-faktor 

menyebabkan kerusuhan pada saat demonstrasi.
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Dengan adanya undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerffekaan w Z 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maka banyak terjadi salah pengertian di 

masyarakat yang menganggap bahwa jika suatu proses negosiasi mendapati suatu 

kebuntuan maka jalan terakhir dilakukan dengan anarki sehingga memicu teijadinya 

kerusuhan pada saat demonstrasi, banyaknya kerusuhan pada saat demonstrasi ini 

maka kepala Kepolisian Republik Indonesia mangeluarkan peraturan dan prosedur

tetap tentang penggunaan kekuatan dan penanggulangan anarkis yang memberikan

legitimasi kepada anggota kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap 

pelaku demonstran yang anarki, sehingga dalam hal penyampaian pendapat di muka 

umum ini dapat bejalan dengan tertip tanpa harus ada kerusuhan.

Penulis sangat menyadari dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga 

pengalaman yang dimiliki, permasalahan serta analisis dari masalah yang
dikemukakan jauh dari sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak sangat penulis harapkan, penulis juga memohon maaf atas segala 

kekurangan tersebut. Atas perhatian, saran, dan kritik yang disampaikan, penulis 

mengucapkan terima kasih.

Indralaya,

Penulis

(

Darmanta Sitepu 
NIM.02081001175
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ABSTRAK

:Pcran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat 
Demonstrasi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Palembang)

: DARMANTA SITEPU 
: 02081001175
: kerusuhan,demonstran,keamanan

Judul Skripsi

Nama
NIM
Kata Kunci

:

Peraturan perundang-undangan dibidang penyampaian pendapat di muka umum sebenarnya 
memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam menyampaikan 
pendapat dimuka umum, mengingat indonesia adalah negara demokrasi maka berbagai bentuk 
organisasi masyarakat demi eksistensi masyarakat yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat. 
Namun ternyata dalam pelaksanaannya banyak terdapat penyimpangan masyarakat dalam 
menyampaikan pendapat dimuka umum. Padahal dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1998 telah jelas menuliskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, 
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan 
menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi walaupun sudah ada aturan yang cukup 
jelas dari pihak pemerintah, penegakannya masih perlu dibenahi lagi karena masih banyak sekali aksi 
demonstrasi yang mengarah kepada kerusuhan akhir-akhir ini. Oleh karena itu masih diperlukan 
upaya pengamanan dan pengawasan dari polri untu keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan 
demonstrasi tersebut.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi 

Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam 

pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan sebagaimana diatur dalam pasal 

28E ayat (3) tersebut diatas diakomodasi oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum 

Menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk 

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan 

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ”

Disini maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat 

dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan 

ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi, yang 

berdasarkan kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, 

merumuskan bahwa:

yang
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“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan 

pada: asas keseimbangan antara hak dankewajiban; asas musyawarah dan mufakat, 

asas kepastian hukum dan keadilan; asas proporsionalitas; dan asas manfaat.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan kebebasan yang bertanggung 

jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, menciptakan perlindungan hukum yang konsisten dan 

berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, 

menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas 

setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan 

berdemokrasi, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan kepentingan perorangan 

atau kelompok.1

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi 

manusia dijamin oleh UUD 1945 dan 10 desember 1948, PBB merumuskan naskah 

Universal Deklaration Of Human Rights Yaitu pernyataan sedunia tentang HAM 

pada Pasal 1 (isi pokok Deklarasi tersebut) menyatakan bahwa:2 Sekalian orang di 

lahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka diberi akal 

dan budi dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam persaudaraan.

Deklarasi Universal:

Adui Hafids dkk, efektifitas pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum oleh polres 
halmahera timur, The Effectiveness of the Management of Expressing Opinion in Public artikel 
Halmahera Timur, 2010 hlm. 4.

2 http://ml.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA diakses pada 27 seDtember 
2012jam 21.00-22.00 WIB ^ ^piemoer

2
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Merupakan lambang komitmen moral dunia Internasional pada hak

dicita-citakan umat manusia untuk

asasi manusia.

Menjadi pedoman/standard minimun yang 

menciptakan dunia yang lebih baik dan damai.

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka 

merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara, dalam membangun sebuah negara demokrasi yang 

menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan 

adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka

umum

umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara 

yang berdasarkan demokrasi pancasila.3 Bahwa Undang-undang memberikan 

perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat 

sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 Undang-undang dasar 1945, yang 

merumuskan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, tetapi 

dengan adanya ketentuan dalam perundang-undangan ini menimbulkan asumsi atau 

persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi saat ini 

terjadinya demonstrasi di mana-mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan 

aksinya pun tanpa mengontrol diri sendri, yang akhirnya menuju pada tindakan anarki

3 Mustafa Kamal pasha, dkk, Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis, Citra Karsa 
Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.
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yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pelecehan seksual yang akibatnya di 

rasakan oleh masyarakat itu sendiri.4

Demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme . Tidak 

hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia 

Timur, khususnya Makassar.6 Anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih 

gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi 

aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan 

aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi.

Atas nama mempeijuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa 

bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja 

pemblokiran jalan di Cawang yang dilakukan para mahasiswa UKI.7 Para sopir 

angkot harus kurang setoran karena waktunya habis di tengah kemacetan. Belum lagi 

bensin yang habis percuma. Atau lihat pula tindakan mereka yang merusak kendaraan 

yang lewat.

Tragedi Tiananmen di Cina, revolusi di Amerika Serikat, revolusi di perancis, 

perjuangan-peijuangan kemerdekaan di seluruh dunia, Filipina dengan terjadinya 

peristiwa people power, revolusi di Rusia, kemudian peristiwa pada tahun 1966 dan

1999 hl4 K“’ Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta,

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara^ ataupun 
dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/jalan.di.uki.diblokir.muacetttt deh
diakses pada 3 Juni 2012 jam 19.00-24.00 WIB 

1 ibid.
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1998 di Indonesia telah menjadi contoh nyata bagi kita bahwa demonstrasi dan aksi

8
rakyat telah menjadi bagian dari sejarah penting bagi negara maju dan berkembang. 

Hal ini menjadi bukti bahwa demonstrasi adalah proses yang wajar dan bahkan
g

kontributif bagi perkembangan dan perbaikan suatu bangsa.

Aksi demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga 

dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengerusakan 

fasilitas umum dan aksi kekerasan lainnya yang tentunya bertentangan dengan tujuan 

dari demonstrasi itu sendiri. Demonstrasi yang dilakukan dengan tidak 

bertanggungjawab tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam Bab V Buku E 

KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam pasal 170 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun enam bulan.”10 Serta melanggar ketentuan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum.

Berikut ini adalah rekapitulasi demonstrasi yang terjadi selama tahun 2012 di 

wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan Resor kota Palembang:

http://bobbysavero.blogspot.coni/2008/05/demonstrasi-perjuangan-kontekstual.html, terakhir 
diakses tanggal 5 Juni 2012 jam 20.00-22.00 WIB

9 http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx, terakhir diakses tanggal 5 Juni 2012 iam 
20.00-22.00 WIB

Simon berpendapat bahwa untuk dikenai pasal 170, 2 orang belum cukup, kejahatan 
tersebut harus dilakukan oleh suatu kelompok orang (eenmenigte ofeen bende). Sebab istilah tenaga 
bersama sewajarnya harus beda magnanya dengan istilah dua orang atau lebih dengan bersekutu 
menurut Noyon Langemeyer untuk pasal 170 sudah cukup jika ada dua orang. (Moelyatno, Kejahat 
kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), Bina Aksara,Jakarta,1984. Hlm. 125-126

an-
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Tabel 1.

Jumlah demonstrasi yg terjadi setiap bulan di kota palembang

Jumlah 
demonstrasiBulan

16Januari
12Februari
24Maret
10April
10Mei
11Juni
12Juli

5Agustus
September 8

11Oktober
8Nopember

17Desember
144Jumlah

Sumber: Laporan Giat Pengamanan Demonstrasi Sat Sabhara 
Polresta Palembang tahun 2012

Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat

(AMPERA) KAMMI, Sumsel, LMND, EMM, DKR,GMKI, Pemuda PUI, PMH, HMI

Palembang, FRABAM, BEM IAIN, RF, BEM BINHUS, BEM UNSRI, DPM IAIN

RF, BEM Stisipol Universitas Bina Darma pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012

yang bertempat di Air Mancur, Simpang Charitas dan DPRD Provinsi Sumatera

Selatan, dengan jumlah demonstran ± 550 Orang, demonstran menuntut SBY supaya 

tidak menaikkan harga BBM, memotong dan mengefisienkan anggaran negara yg 

dihabiskan untuk belanja dan fasilitas pejabat, mengultimatum setiap fraksi di DPR 

RI untuk menolak kenaikan harga BBM, mengajak segenap masyarakat untuk bersatu 

pada tanggal 30 maret untuk menolak kenaikan BBM, dan menuntut SBY turun

6



sebagai kepala negara jika harga BBM tetap saja naik. Aksi demonstrasi massa ini 

dilakukan dengan pembakaran ban bekas dan pemaksaan masuk ke kegedung DPRD 

provinsi sumsel, sehingga teijadi aksi saling dorong antara anggota polri dengan 

massa, namun hal ini dapat ditanggulangi dengan seimbangnya jumlah anggota 

kepolisian yang mengamankan aksi demonstrasi tersebut sehingga dapat bejalan 

dengan tertib.11

Demonstrasi Gerakan Petani Pendesak Bersatu (GPPB) Kabupaten Ogan Ilir 

dan Serikat Petani (SP-OKI) yang tergabung dalam WALHI Sumsel, pada hari Jumat 

tanggal 20 Juli 2012 pukul 13.40 wib s/d 19.00 wib bertempat di Mapolda Sumsel, 

dengan jumlah massa ± 2000 orang. Tuntutan para demonstran diantaranya Meminta 

kepada pimpinan tertinggi Polda Sumsel khususnya Kapolda Sumsel untuk 

membebaskan 12 orang warga masyarakat yang saat itu di tahan di Polda Sumsel, dan 

Polda Sumsel harus bertanggung jawab terhadap penangkapan secara sewenang- 

wenang yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumsel, dalam aksi ini teijadi 

kerusuhan dimana massa langsung merobohkan gerbang pembatas jalan Mapolda 

Sumsel lalu akhirnya massa merengsek maju, masuk ke halaman Mapolda Sumsel 

akhirnya massa ditenangkan oleh perwakilan12.

Dalam mengamankan demonstrasi dari tindakan yang melanggar hukum 

tersebut, upaya Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya dalam tulisan ini

11 laporan hasil pelaksanaan tugas pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan 
pemerintahan, Kepolisian resor kota palembang, maret 2012.

laporan hasil pelaksanaan tugas pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan 
pemerintahan, Kepolisian resor kota palembang, Juli 2012
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disebut “Polri”) dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman 

Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1998 “Kemerdekan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” tanggal 16 

Oktober tentang, maka Polri diharapkan dapat menangani maraknya demonstrasi 

dewasa ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekan

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” :

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa:

Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk :

a. menghormati hak-hak orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dankesatuan bangsa.

Adapun pada Pasal 7:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, 
aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.

Kemudian didalam Pasal 9 :

Ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan 
dengan:

a. Unjuk rasa atau demontrasi;
b. Pawai;
c. Rapat umum; dan atau
d. Mimbar bebas.

8



sebagaimana dimaksud dalamAyat (2) Penyampaian pendapat di muka umum 
ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah 
sakit, pelabuhan udara atau pelabuhan laut, stasiun kereta api,terminal 
angkutan darat, dan

b. objek-objek vital nasional;
c. pada hari besar nasional.

Ayat (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat 
membahayakan keselamatan umum.

Efektivitas13 berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh 

jajaran penegak hukum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan 

para demonstran tersebut yakni Polri serta para penegak hukum lainnya, tetapi hal 

yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan

masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1998 . Untuk itu, peran serta Polri bersama masyarakat 

sangat penting dalam menangani demonstrasi, demi menjamin ketentraman dan 

keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tataran 

pembenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam 

keganasan demonstrasi yang bersifat anarki tersebut. Hingga terakhir yaitu tahun 

2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian demonstrasi yaitu Peraturan 

Kapolri Nomor Polisi: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. 

Peraturan Kapolri ini telah berjalan selama 6 (enam) tahun tetapi dalam

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainva keberhasilan 
encapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
dalam m
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pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, walaupun diakui secara substansial 

peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / 

instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap 

fungsional Polri untuk bertindak dalam meredam demonstrasi. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan harapan 

hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menjalankan demonstrasi serupa 

dikemudian hari.

satuan

Berdasarkan ketentuan pasal 3 tersebut diatas apabila dalam mengeluarkan

pendapat menimbulkan masalah maka polisi wajib melakukan pengamanan-

pengamanan atau penanggulangan untuk mencegah kerusuhan tersebut jangan

meluas, dari hal-hal yang penulis ungkapkan tersebut diatas yang mendasari penulis 

mengambil tema pada penulisan tugas akhir ini dengan judul:

”PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN 

YANG TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI (Studi di Kepolisian Resor 

Kota Palembang)”.
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B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengupas 

dan membahas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam judul penulisan 

skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran polri dalam menanggulangi kerusuhan pada saat 

demonstrasi?

2. Bagaimana legitimasi tindakan kekerasan polri dalam menangulangi 

kerusuhan pada saat demonstrasi?

3. Bagaimana bentuk upaya Polri dalam menanggulangi demonstrasi yang 

menimbulkan kerusuhan dan mengarah ke kekerasan di wilayah hukum 

Poltabes Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. mengetahui serta memahami peran kepolisian dalam menanggulangi 

kerusuhan pada saat demonstrasi.

2. Mengetahui dan menganalisa legitimasi tindakan kekerasan polri dalam 

melakukan tugas sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan 

dalam penanggulangan kerusuhan pada saat demonstrasi.

3. Mengetahui serta memahami upaya Polri dalam menangani demonstrasi 

yang dilakukan oleh masyarakat, di wilayah hukum Poltabes Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

11



Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, 

dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku

1.

khususnya 

demonstrasi.

2. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian 

yuridis terhadap upaya polri dalam menanggulangi kerusuhan pada saat

demonstrasi.

3. Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian 

yuridis terhadap legitimasi tindakan kekerasan polri dalam melakukan tugas 

sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan dalam penanggulangan 

tindak kekerasan pada saat demonstrasi.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat

penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan

pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup, 

maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengkaji masalah yang berkaitan 

faktor-faktor penyebab kerusuhan pada saat demonstrasi, bentuk upaya kepolisian 

dalam menanggulangi kerusuhan dalam demonstrasi dan legitimasi tindakan Polri 

melakukan kekerasan dalam penangulangan kerusuhan saat demonstrasi.

F. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi 

haruslah berdasarkan data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus 

dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan metode penelitian sering pula disebut
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dengan “strategi pemecahan masalah”, karena pada tahap ini, mempersoalkan 

“bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan 

jawabannya.14

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin karya 

ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

1. Tipe Penelitan.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris 

(sosiolegal research). Menurut Soeijono Soekanto, “pada penelitian sosiologis atau 

empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian data primer di lapangan, atau penelitian ke masyarakat”15.

Menurut Bambang Waluyo,”penentuan tipe/jenis penelitian dipandang 

penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan 

metode serta analisis data yang dilakukan”.16 Berdasarkan metode pendekatan yang 

digunakan, maka tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif 

(descriptive research)}1 Sebagaimana yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal bahwa 

penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik (taxonomic research) dimaksudkan 

untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial,

14 Sanapiah Faisal, Format-format penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasinya) Rajawali 
Pers, Jakarta, 1995, hlm. 31. * J
15Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

!! Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 7 
Ibid, hlm. 8. ’
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dengan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit 

yang diteliti.18 Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan secara 

nyata bagaimana legitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam 

menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi, peranan kepolisian dalam 

menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi dan faktor-faktor penyebab 

teijadinya kerusuhan yang mengarah kepada kekerasan pada saat demonstrasi di 

palembang.

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data kualitatif, yaitu data untuk 

menjelaskan bagaimana legitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian 

pada saat penanggulangan kerusuhan pada saat demonstrasi dan peran kepolisian 

dalam menanggulangi kerusuhan pada saat demonstrasi serta faktor-faktor 

menyebabkan teijadinya kerusuhan pada saat demonstrasi, 

b. Sumber Data

yang

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data Primer dan sumber data

Sekunder,

1) Sumber data hukum primer, diperoleh dari penelitian lapangan.

2) Sumber data sekunder terdiri dari:

18 Sanapiah Faisal, Op.Cithlm. 20.
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a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan

• 19dengan obyek penelitian, bahan hukum primer antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

4) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia;

5) Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengendalian Massa;

6) Surat Keutusan Kapolri No.257/TV/2004 tanggal 21 April 2004

Tentang Buku Petunjuk Negosiasi;

7) Peraturan Kapolri No. 1/1/2009 Tanggal 13 Januari 2009 

Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

8) Protap Kapolri No. 1 /X/ 2010 Tanggal 8 Oktober 2010 

Tentang Penanggulangan Anarki

9) Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital

Amimdin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.
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b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

20ganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:

1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan

2) Hasil karya ilmiah para sarjana

3) Hasil-hasil penelitian

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, 

dalam hal ini seperti:21

erat

men

1) Bibliografi

2) Indeks kumulatif

3. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Resor Kota Palembang (Polresta Palembang), yang beralamat di jalan Jaka 

baring, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Sampel atau responden adalah polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota 

Palembang. Sampel yang dipilih dengan teknik non probability sample, menurut 

Bambang Waluyo, dalam proses pengambilan sampel secara non probability 

sampling ini, tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana sampel yang diambil

20 Socmitro ronny hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia 
Jakarta, 1990, hlm. 12 

2'lbid.
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• 22dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung pada peneliti. Namun 

penulis memilih teknik ini karena telah dapat memberikan data yang dapat mewakili 

keseluruhan populasi.

4. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 

sumber data karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 

diperlukan yang selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 

mengumpulkan data di dalam memecahkan permasalahan penulisan skripsi ini maka 

penulis melakukan penelitian yakni:23

a. library research (Penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian 

terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, 

surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data penulis yang diperoleh dari 

internet.

b. Penelitian Lapangan (Field Research )

Yaitu dengan mengambil data Polresta Palembang yang menyangkut kasus 

yang berkaitan dengan demonstrasi anarkis yaitu kerusuhan-kerusuhan yang 

terjadi saat demonstrasi atau unjuk rasa dari pegawai yang berwenang atau 

berkompeten sesuai dengan penelitian ini.

22 Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 49.
23 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Ed 1 Cet 

Jakarta, 2008, hlm 28. 10, Bumi Aksara,
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c. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

langsung dengan nara sumber guna mendapatkan data yang sesuai dengan 

penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data.

Pada dasarnya, pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan 

secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil

penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak 

jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi 

ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah apa yang dinyatakan 

oleh responden secara lisan dan/atau tulisan, dan juga perilakunya yang senyatanya, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.25

2A Socijono Soekanto, Op.Cit. hlm. 68 
Ibid., hlm. 250.
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